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PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 

NOMOR 19 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA 

PASURUAN NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN  

PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MELALUI BADAN  

PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PADA 

UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN 

MASYARAKAT 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota 
Pasuruan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Kesehatan melalui Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis 
Pusat Kesehatan Masyarakat sudah tidak sesuai dan 
perlu dihapus; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota Pasuruan tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Kesehatan melalui Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Unit 
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan 
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 
14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 551); 
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2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4456); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembara 

Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5233); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3241); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4738); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang 
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5372); 

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013; 

12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah; 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011; 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat 
Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan 
Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan: 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 
tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan 
Kesehatan Nasional; 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 

tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan 
dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah: 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 
Kesehatan Nasional: 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan 
dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; 

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/ 
Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis 
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; 

21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 
Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 
2012 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 
Nomor 08); 

22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan 
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 
44, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan 
Nomor 34); 

23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan 
Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Pasuruan 13); 
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24. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 55 Tahun 2011 
tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan; 

25. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pelaksanan Pelayanan Kesehatan 
Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat 
Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah yang 
kedua kali dengan Peraturan Walikota Pasuruan 
Nomor 5 Tahun 2015; 

26. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota 
dan Keputusan Walikota; 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA 
ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 20 
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
PELAYANAN KESEHATAN MELALUI BADAN 
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PADA 
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN 
MASYARAKAT. 

 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan 
Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pelayanan Kesehatan Melalui Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis 
Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Pasuruan 
Tahun 2014 Nomor 20) sebagaimana telah diubah kedua 
kali dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 5 Tahun 
2015 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 5), 
diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 5 dihapus 

 

2. Ketentuan Pasal 13 dihapus 
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Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 
2016. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan. 

 
 
 

Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 1 Juni 2016 
 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Ttd, 
 
 

SETIYONO 
 
 
Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 1 Juni 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 
 

Ttd, 
 
 

BAHRUL ULUM 
 
 
 
BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 19 
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